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ABSTRAK

Penelitian ““memahami kebijakan pembinaan pedagang kaki lima Surabaya, kajian
terhadap Perda Kota Surabaya no. 17 tahun 2003 menghasilkan kesimpulan bahwa a)
PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya memiliki karakter yang unik, disatu sisi mendapat
bantuan pembinaan dari Pemerintah Kota Surabaya namun di sisi lain sebagai pihak yang
melawan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai berbagai kebijakan yang
menyentuh kepentingan PKL, namun secara umum karakter PKL binaan ini memiliki
ketenangan di dalam berusaha sehingga menjadi mitra usaha Pemerintah Kota Surabaya,
b) PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya telah meningkat kesejahteraannya baik
finansial maupun sosial, c) Pemerintah Kota Surabaya telah merealisisasikan berbagai
usaha pembinaan PKL sehingga tercipta suatu keadaan kota Surabaya yang bersih, tertib,

indah dan aman.

Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan pemkot

Surabaya ini menggunakan penelitian kualitatif dengan membuka kemungkinan terhadap
berbagai bahan informasi dari semua sumber.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan, Realisasi Pembinaan.

PENDAHULUAN

Selama ini kebijakan pembangunan ekono-
mi Indonesia menitikberatkan pada GNP
(Gross National Product) dan GDP (Gross
Domestic Product). Namun, dalam pelaksana-
annya tidak dibarengi dengan pemerataan
hasil-hasil ekonomi sehingga pada akhirnya
mengakibatkan berbagai ketimpangan sosial
dan ketidakadilan sosial. Kota Surabaya seba-
gai kota terbesar kedua di Indonesia setelah
Jakarta, mempunyai berbagai permasalahan.
Salah satu permasalahan kota Surabaya ialah
masalah penanganan Pedagang Kaki Lima
(PKL). Para PKL ini adalah warga kota yang
pada umumnya golongan ekonomi lemah serta
pendidikan dan ketrampilannya rendah atau
sangat terbatas, mereka menganggap bahwa
pekerjaan ini yang paling cocok untuk ber-
juang mempertahankan hidup di kota. Sektor
industri  yang diharapkan menjadi tulang
punggung ekonomi ternyata tidak bisa menye-
rap seluruh tenaga kerja yang semakin hari
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semakin bertambah, oleh karena itu kesenja-
ngan antara jumlah penduduk dengan kesem-
patan kerja semakin bertambah, maka sektor
informasi seperti usaha PKL menjadi alternatif
utama dan akan tumbuh sejalan dengan per-
tambahan dan perkembangan penduduk per-
kotaan.

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja
dagangan yang menggunakan gerobak atau
benda yang semacamnya sehingga memudah-
kan mereka berpindah-pindah. Istilah ini
sering ditafsirkan dengan jumlah kaki peda-
gang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua
kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak
(yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua
roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga
digunakan untuk pedagang di jalanan pada
umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari
masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan
pemerintah waktu itu menetapkan bahwa seti-
ap jalan raya yang dibangun hendaknya me-



Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki lima Surabaya

nyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar
ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau
sekitar satu setengah meter. Setelah Indonesia
sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki
banyak dimanfaatkan oleh para pedagang
untuk berjualan. Kalau dahulu sebutannya
adalah pedagang emperan jalan, lama-lama
berubah menjadi pedagang kaki lima. Padahal
jika mau merunut sejarah, mestinya sebutan-
nya adalah pedagang lima kaki.

Sebagaimana problem sektor informal pada
umumnya, PKL juga meredam sejumlah per-
masalahan baik yang bersifat internal maupun
eksternal. Permasalahan ini timbul disamping
sebagai akibat dari kebutuhan dan tuntutan
kemudahan masyarakat pengguna jasa atau
usaha, dan datang dari keterpaksaan subyek
PKL. Titik pangkal permasalahan PKL adalah
adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan,
yaitu kepentingan PKL dan Pemerintah serta
sebagian kepentingan umum.

Ketika PKL belum menjamur seperti se-
karang ini, mungkin eksistensi PKL masih
belum menjadi masalah yang serius. Tetapi
dengan pertimbangan kota yang kemudian
diikuti dengan tumbuh suburnya usaha PKL,
menjadi masalah dan memerlukan perhatian
serius dari semua kalangan. Karena di dalam
PKL itu mengandung permasalahan yang juga
memiliki potensi positif ekonomi masyarakat,
maka permasalahan yang hendak dicarikan
solusi akan berpangkal dari dua kutub yang
sepintas nampaknya antagonis, yaitu permasa-
lahan dan aspek pengembangan ekonomi,
aspek ketertiban umum dan aspek kepentingan
Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan kondisi semacam ini Pemerintah
Kota Surabaya berupaya untuk mengadakan
pembenahan meliputi penataan, pembinaan,
dan mengendalikan usaha PKL menjadi maju,
kuat dan bisa menempati usaha-usaha yang
resmi.

Secara teoritik Grindle (1980) mengatakan
aktivitas implementasi kebijakan dipengaruhi
oleh variabel-variabel penting yaitu; a) tujuan
kebijakan, b) aksi program dan desain projek,
c) konten kebijakan, d) kontek implementasi,
dan e) hasil-hasilnya. Berdasarkan pemikiran
teoritik Grindle dan persoalan PKL di
Surabaya, maka pertanyaan penelitiannya ada-
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lah Bagaimana karakteristik dan kondisi sosial
ekonomi PKL Binaan Pemerintah Kota Sura-
baya? Bagaimana kebijakan pengelolaan PKL
Binaan Pemerintah Kota Surabaya?Bagaimana
realisasi pembinaan Pemerintah Kota Sura-
baya terhadap PKL Binaan? Jawaban terhada
pertanyaan ini akan dibahas di dalam tulisan
ini.

A. Kerangka Teori

Pada sub bab ini dikonfirmasi sejumlah
teori dan pendapat teoritik yang dikembang-
kan di dalam analisis untuk membangun
kerangka pemikiran, juga sebagai landasan
dalam membangun asumsi, analisis, dan kajian
dalam penelitian ini. Sejumlah teori dan
pendapat tersebut terutama yang berkaitan
dengan teori pembangunan (grand theory),
teori kebijakan publik (middle theory), dan
teori implementasi kebijakan (application
theory); yang selengkapnya disajikan dalam
dalam bagian berikut.

B. Prosedur Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam pe-
nelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena ten-
tang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tinda-
kan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang ala-
miah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah (Moleong, 2007: 6).

Jenis penelitian kualitatif dipandang lebih
relevan untuk meneliti implementasi kebijakan
pengelolaan PKL, karena peneltian kualitiatif
merupakan jenis penelitian yang menghasilkan
temuan-temuan yang tidak dapat dicapai
(diperoleh) dengan menggunakan prosedur
statistic atau dengan cara-cara lain dari kuan-
tifikasi  (pengukuran). Penelitian kualitatif
biasanya dipergunakan dalam penelitian tentan
kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku,
juga tentang fungsionalisasi organisasi, per-
gerakan-pergerakan social atau hubungan
kekerabatan yang tumbuh secara naturaldalam
masyarakat. Beberapa data dapat diukur mela-



lui data sensus yang terdiri dari data kuanti-
tatif, akan tetapi analisisnya tetap menggu-
nakan analisis data kualitatif (Strauss &
Corbin : 1997).

Ada beberapa istilah untuk penelitian
kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri natura-
listic atau alamiah, etnografi, interaksionis
simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi,
the Chicago School, fenomenologis, studi
kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif
(Bogdan dan Biklen , 1982: 3). Creswall
(2007:53-81) menyatakan bahwa terdapat lima
pendekatan dalam penelitian kualitiatif, yaitu
penelitian naratif, penelitian fenomenologi,
penelitian grounded theory, penelitian etno-
grafi, dan penelitian studi kasus.

Dalam penelitian ini pendekatan yang di-
pergunakan adalah pendekatan narati dengan
mengandalkan observasi, wawancara dan ba-
han dokumenter. Naratif merupakan strategi
penelitian dimana di dalamnya peneliti menye-
lidiki kehidupan individu-individu dan me-
minta seorang atau sekelompok individu untuk
menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini
kemudian diceritakan kembali oleh peneliti
dalam kronologi naratif.

C. Karakteristik dan Kondisi Sosial-Eko-
nomi PKL Binaan Pemkot Surabaya

Dari hasil penelitian ini diketahui pula
bahwa para PKL tidak sendirian dalam menja-
lankan usahanya, mereka telah memiliki
seorang asisten penjaga kios/lapak serta tiap
kios/lapak rata-rata memiliki jam buka lebih
dari 6 jam dalam sehari. Berdasarkan data
tersebut menunjukkan bahwa beberapa PKL
telah mampu untuk membayar upah bagi
penjaga kios/lapak. Dengan kata lain berbisnis
di sektor informal sebagai PKL mampu
mengangkat kesejahteraan pekerkonomian
mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini juga
diketahui bahwa rata-rata pendapatan tiap
bulan para PKL adalah antara Rp. 500.000-
2.000.000, bahkan terdapat sebagian kecil
PKL yang berpendapatan > Rp. 3.000.000 tiap
bulannya. Dari pendapatan hasil berjualan
tersebut, ternyata dapat mencukupi kebutuhan
serta meningkatkan kesejahteraan PKL.

Mayoritas para PKL telah memiliki rumah
tinggal meskipun masih dalam status kontrak
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atau kost, dan beberapa bahkan ada yang ber-
status rumah pribadi. Selain rumah, hasil
berjualan sebagai PKL dapat pula mendukung
kesejahteraan PKL yakni dapat menyeko-
lahkan putra-putrinya hingga ke jenjang lanjut,
atau dapat memenuhi kebutuhan akan trans-
portasi seperti mobil atau sepeda motor.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula
bahwasannya PKL telah berhasil menyekolah-
kan putra-putri mereka meskipun tidak sampai
pada jenjang perguruan tinggi, namun domi-
nan mereka dapat menyekolahkan hingga ting-
kat SMA dan bahkan sebagian kecil yang
dapat menyekolahkan hingga perguruan tinggi
dan lulus perguruan tinggi. Selain itu untuk
kebutuhan operasional transportasi PKL rata-
rata telah memiliki kendaraan pribadi berupa
sepeda motor meskipun hanya berjumlah satu
unit namun terdapat pula PKL yang memiliki
sepeda motor lebih dari 1 unit, dan banhkan
ada sebgian kecil PKL yang memiliki mobil
baik berjumlah 1 unit maupun lebih dari 1
unit.

Kegiatan berdagang sebagai PKL yang
terbina secara khusus oleh Pemkot Surabaya
ternyata dapat memberikan dampak positif
dalam peningkatan kesejahteraan PKL, dan
dari segi sosial mereka dapat dikatakan PKL
resmi karena mendapat supervisi langsung dari
Pemkot serta pembinaan-pembinaan secara
berkala dan terstruktur sehingga keberadaan-
nya di masyarakat tidak mengganggu kondisi
lingkungan sekitarnya justru keberadaan mere-
ka dapat menambah warna baru bagi masyara-
kat.

Keberhasilan implementasi kebijakan pu-
blik berupa peningkatan kesejahteraan PKL ini
memberi implikasi secara teoritik, yaitu
mendukung teori yang dikemukakan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menya-
takan bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik ditentukan oleh 3 (tiga)
variabel, yaitu karakteristik masalah, karak-
teristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Variabel lingkungan kebijakan(nonstatutory
variables affecting implementations) yang
dimaksud adalah berupa dukungan publik ter-
hadap suatu kebijakan. Kebijakan yang mem-
berikan insentif biasanya mudah mendapatkan
dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang
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bersifat dis-insentif kurang mendapat duku-
ngan publik.

Tetapi keberhasilan implementasi kebija-
kan publik yang berupa peningkatan kesejah-
teraan PKL ini belum dapat dinyatakan per-
hasil sepenuhnya. Karena PKL yang berpen-
dapatan diatas tiga juta perbulan itu baru
sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar
masih berpendapatan antara lima ratus ribu
sampai dengan dua juta per bulan.Selain itu
juga masih banyak PKL yang hanya memiliki
sepeda motor, meskipun ada beberapa yang
memiliki mobil. Meskipun rata-rata PKL
memiliki seorang asisten atau pembantu,
namun hanya sebagian kecil saja yang memi-
liki lapak/kios lebih dari satu. Sebagian besar
PKL sudah memiliki rumah tinggal, namun
baru sebagian kecil saja yang berstatus rumah
pribadi, sedangkan sebagian besar yang lain-
nya masih berstatus kontrak atau kost.

Sebagian besar PKL sudah mampu menye-
kolahkan putra-putrinya sampai dengan jen-
jang setingkat SMA, namun baru sebagian
kecil saja yang mampu menyekolahkan purta-
putrinya sampai dengan perguruan tinggi.
Namun secara umum Kkegiatan berdagang
sebagai PKL yang dibina secara khusus oleh
Pemkot Surabaya ternyata dapat memberikan
dampak positif dalam meningkatkan kesejah-
teraan PKL.

D. Kebijakan Pengelolaan PKL Binaan
Pemkot Surabaya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Surabaya dalam manajemen
kebijakan terhadap PKL Binaan sudah melalui
mekanisme perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengontrolan. Dengan demi-
kian temuan penelitian ini memiliki implikasi
teoritik yaitu mendukung teori yang dikemu-
kakan oleh Terry (Manulang: 2001) yang
menyatakan bahwa fungsi manajemen adalah
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan control.

Meskipun perencanaan dalam rangka
pengelolaan PKL Binaan sudah dibuat oleh
Pemkot Surabaya, misalnya perencanaan ten-
tang peningkatan softskill dan hardskill dalam
berjualan makanan yang sehat dan higien yang
berupa pembinaan BINTEK, namun ada satu
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perencanaan yang tidak dibuat oleh Pemkot
Surabaya, padahal justru hal itu menjadi
kebutuhan para PKL, yaitu kebutuhan tentang
dana usaha atau modal usaha. Dalam hal
perencanaan, Dinas Koperasi dan UMKM
tidak membuat perencanaan dana usaha.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa manaje-
men kebijakan pengelolaan PKL binaan saat
ini sudah mulai tertata dengan baik. Dengan
demikian temuan penelitian ini relevan dan
mendukung teori yang dikemukakan oleh
Merilee S. Grindle (1980), yang menyatakan
bahwa keberhasilan suatu implementasi kebi-
jakan publik ditentukan oleh tingkat imple-
mentability kebijakan itu sendiri yang terdiri
atas content of policy, vyaitu pada program
implementer (pelaksana program). Implemen-
tasi kebijakan publik akan berhasil jika di-
dukung dengan pelaksana kebijakan yang
sudah tertata dengan baik.

Meskipun secara umum pelaksana kebija-
kan sudah tertata dengan baik, namun masih
ditemukan adanya kekuarangan. Kekurangan
tersebut misalnya ketidak mampuan Dinas
Koperasi dan UMKM dalam memilih sendiri
PKL-PKL mana saja yang akan menempati
sentra-sentra jika tidak dibantu oleh keca-
matan setempat dimana sentra berada. Semes-
tinya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
kepanjangan tangan Pemkot Surabaya yang
khusus membidangi pembinaan PKL, harus
mampu memilih sendiri PKL yang akan
menempati sentra tanpa harus minta bantuan
pihak atau unit lain.

Selain itu, dapat dinyatakan bahwa karena
manajemen kebijakan pengelolaan PKL Bina-
an sudah mengadopsi fungsi-fungsi manaje-
men, berarti pelaksanaan kebijakan tersebut
sudah memiliki dukungan teoritis. Dengan
hasil penelitian ini relevan dan mendukung
teori yang dikemukakan oleh Mazmanian &
Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa
keberhasilan suatu implementasi kebijakan
publik ditentukan salah satunya oleh variabel,
yaitu karakteristik kebijakan (ability of statute
to structure implementation), yaitu seberapa
jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan
teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teori-
tis memiliki sifat yang lebih mantap karena



sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan
sosial tertentu perlu ada modifikasi.

Perencanaan ini diawali dengan memasti-
kan dimana lokasi PKL yang ber-KTP Sura-
baya, diteruskan dengan: 1) perencanaan ten-
tang daftar sentra yang akan dibangun di suatu
lokasi tertentu, 2) perencanaan tentang bentuk-
bentuk pembinaan di masing-masing sentra,
dan 3) perencanaan tentang pembenahan
sentra-sentra PKL yang masih belum sempur-
na.

Temuan penelitian ini juga relevan dan
mendukung teori yang dikemukakan oleh
Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyata-
kan bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik ditentukan oleh 3 (tiga)
variabel, yaitu karakteristik masalah, karak-
teristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Variabel lingkungan kebijakan(nonstatutory
variables affecting implementations) yang
dimaksud adalah berupa tingkat komitmen dan
ketrampilan dari aparat atau implementor.
Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan
dalam membuat prioritas tujuan dan mereali-
sasi prioritas tersebut.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya
tidak melakukan perencanaan tentang jenis
bahan yang dijual, proses pembuatan, dan
dana usaha. Dengan demikian temuan peneli-
tian ini tidak relevan atau tidak mendukung
teori yang dikemukakan oleh Mazmanian &
Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa
keberhasilan suatu implementasi kebijakan
publik ditentukan salah atunya oleh variabel
lingkungan kebijakan(nonstatutory variables
affecting implementations) yang dimaksud
adalah berupa tingkat komitmen dan ketram-
pilan dari aparat atau implementor. Aparat
pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam
membuat prioritas tujuan dan merealisasi
prioritas tersebut.

Penataan dan pemberdayaan PKL di Kota
Surabaya mengacu kepada Perda nomor 17
tahun 2003. Pasal 3 menyatakan bahwa Kepa-
la Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwe-
nang menetapkan dan mengatur: 1) waktu
kegiatan usaha PKL, 2) jumlah PKL pada
setiap lokasi PKL, 3) jenis barang yang
diperdagangkan, dan 4) alat peraga PKL.
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Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sura-
baya tidak melakukan perencanaan tentang
jenis bahan yang dijual, proses pembuatan,
dana usaha, dan jam buka setiap kios/lapak.
Dengan demikian temuan penelitian ini tidak
relevan atau tidak mendukung Perda nomor 17
tahun 2003, khususnya pasal 3.

Dinas Kopersi dan UMKM tidak melaku-
kan perencanaan dalam pembagian waktu bu-
ka kios/lapak karena jumlah PKL yang me-
nempati sentra belum melebihi daya tampung
maksimalnya. Dinas Kopersi dan UMKM
akan melakukan perencanaan dalam pemba-
gian waktu buka kios/lapak jika jumlah PKL
yang menempati sentra sudah melebihi daya
tampung maksimalnya. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk membagi kepentingan
bersama agar seluruh PKL Binaan mendapat-
kan kesempatan berjualan dan kesempatan
menempati sentra PKL tersebut. Berdasarkan
data di Dinas Koperasi dan UMKM jumlah
PKL yang menempati tiap sentra masih di-
bawah daya tampung maksimalnya, sehingga
saat ini Dinas Koperasi dan UMKM belum
melaksanakan perencanaan untuk pembagian
waktu buka kios/lapak.

E. Realisasi Pembinaan PKL Binaan
Pemkot Surabaya

PKL-PKL Binaan diwajibkan atas mereka
pasal-pasal yang harus mereka penuhi yang
telah tertuang seluruhnya dalam Perda No. 17
Tahun 2003 dan perda No. 17 Tahun 2004.
Pasal-pasal yang dipenuhi oleh para PKL
Binaan tertuang dalam wujud kewajiban-
kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu
yang harus dilaksanakan oleh setiap PKL-PKL
di tiap sentra setelah menerima hak atas
mereka yang selayaknya.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
informasi bahwasannya Dinas Koperasi dan
UMKM sebagai dinas dibawah naungan Pem-
kot Surabaya yang diberikan kewenangan
dalam mengintervensi dan memberikan pem-
binaan membebaskan seluruh PKL-PKL Bina-
annya di tiap sentra PKL dari pungutan retri-
busi (uang legas) baik dalam bulanan maupun
tahunan. Selain dibebaskan dari pungutan
retribusi (uang legas), PKL juga dibebaskan
dari kewajiban mengurus surat perpanjangan
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izin berjualan di lokasi sentra tersebut.
Meskipun Pemkot Surabaya membebaskan
mereka dari kewajiban retribusi dan izin
perpanjangan dalam berjualan, namun masih
ada kewajiban-kewajiban lainnya yang harus
mereka lakukan sebagai rasa ikut memiliki
dan menjaga sentra PKL yang ditempati yaitu
dengan melakukan kegiatan menjaga keber-
sihan/keindahan lingkungan di lokasi sentra
PKL, menjaga fasiltas-fasilitas yang diberikan
di dalam sentra PKL (TV, panggung, perleng-
kapan hiburan, serta rombong bagi yang diberi
fasilitas rombong), maupun melaksanakan
himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM sebagai bentuk
intervensi dan pengontrolan kegiatan PKL di-
lapangan.

Meskipun ada kewajiban sebagaimana di-
sebutkan di atas, namun tidak ada sanksi jika
PKL tidak melaksanakan kewajiban menjaga
kebersihan/keindahan dan menjaga fasilitas
yang diberikan di dalam sentra PKL. Temuan
penelitian ini memberi implikasi teoritik, yaitu
tidak relevan atau tidak mendukung teori yang
dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby
(2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan publik ditentukan oleh
adanya sanksi hukum. Orang dengan akan
sangat terpaksa mengimplementasikan dan
melaksanakan suatu kebijakan karena ia takut
terkena sanksi hukuman misalnya denda,
kurungan dan hukuman semacamnya. Selain
itu, orang atau sekelompok orang seringkali
mematuhi dan malaksanakan kebijakan karena
ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang
melanggar aturan hukum, sehingga dengan
terpaksa ia melakukan isi kebijakan publik
tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa terdapat retribusi dalam bentuk lain
yang harus dikeluarkan oleh setiap PKL di tiap
sentra PKL. Bentuk retribusi lain tersebut
adalah iuran sampah yang dibayarkan setiap
hari dengan nominal antara Rp. 2.000 — 3.000.
luran sampah ini wajib dilaksanakan demi
memenuhi kewajiban utama yang dimandat-
kan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yakni
untuk menjaga kebersihan dan keindahan lo-
kasi sentra PKL.
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Meskipun PKL masih dibebani kewajiban,
yaitu berupa membayar iuran sampah setiap
hari sebesar Rp.2.000 sampai dengan
Rp.3.000,-, namun tidak ada sanksi yang
diberikan kepada PKL jika mereka tidak mau
membayarnya. Dengan demikian temuan
penelitian ini tidak relevan dan tidak mendu-
kung teori yang dikemukakan oleh Brin-
kerhoff dan Crosby (2002), yang menyatakan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
publik ditentukan oleh adanya sanksi hukum.
Orang dengan akan sangat terpaksa meng-
implementasikan dan melaksanakan suatu
kebijakan karena ia takut terkena sanksi
hukuman misalnya denda, kurungan dan
hukuman semacamnya. Selain itu, orang atau
sekelompok orang seringkali mematuhi dan
malaksanakan kebijakan karena ia tidak suka
dikatakan sebagai orang yang melanggar
aturan hukum, sehingga dengan terpaksa ia
melakukan isi kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
informasi, bahwa program-program intervensi
yang pernah dilakukan oleh Dinas Koperasi
dan UMKM antara lain: pembinaan tentang
cara berjualan (cara memasak, penyajian,
kesehatan dan kebersihan makanan, gizi, air
bersih), dan keamanan maupun Kketertiban.
Dengan informasi tersebut menunjukkan bah-
wa program-program pembinaan sudah dila-
kukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di
lapangan, selain itu juga sebagai bukti dari
keseriusan dan komitmen Pemkot dalam me-
nata dan memberdayakan PKL-PKL di Kota
Surabaya.

Temuan yang berupa adanya pembinaan
tentang cara berjualan dan lain-lain sebagai-
mana tersebut di atas, menunjukkan bahwa
Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksana-
kan program yang bertujuan memberikan
pengetahuan dan bersifat kognitif. Dengan
demikian temuan penelitian ini memberi
implikasi teoritik atau relevan dengan teori
yang dikemukakan oleh Mazmanian & Saba-
tier (1983), yang menyatakan bahwa keber-
hasilan suatu implementasi kebijakan publik
ditentukan salah atunya oleh variabel karak-
teristik masalah (tractability of the problem),
yaitu cakupan perubahan perilaku yang diha-
rapkan. Program yang bertujuan memberikan



pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mu-
dah diimplementasikan daripada program
yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku
masyarakat.

Meskipun Dinas Koperasi dan UMKM
telah memberi pembinaan kepada PKL tentang
cara berjualan, tentang bagaimana menjaga
kebersihan dan keindahan, namun demikian
dalam penelitian ini tidak ditemukan informasi
apakah Dinas Koperasi dan UMKM telah
melakukan evaluasi terhadap PKL. Evaluasi
tersebut untuk mengetahui perubahan perilaku,
apakah sudah ada perubahan perilaku yang
signifikan positif tentang cara berjualan,
menjaga kebersihan dan menjaga keamanan,
atau belum setelah dilakukan pembinaan.
Untuk itu, peneliti tidak memiliki alasan yang
kuat untuk mendukung teori yang menyatakan
bahwa keberhasilan suatu implementasi kebi-
jakan publik ditentukan salah satunya oleh
variabel karakteristik masalah, yaitu cakupan
perubahan perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
informasi bahwa kebanyakan para PKL di tiap
sentra menyatakan keterjaminannya dalam
berjualan setelah bergabung menjadi PKL
Binaan dalam satu sentra PKL. Keterjaminan
yang dimaksud adalah meraka merasa tidak
akan diusik ketenangannya dalam berjualan
berupa penggusuran, pemindahan, ataupun
bentuk-bentuk lainnya. Para PKL juga menya-
takan sebelum menjadi PKL Binaan Pemkot
yang tergabung dalam satu sentra, mereka
masih memiliki rasa belum terjamin atau was-
was dalam berdagang meskipun kebanyakan
dari mereka belum pernah terkena penggu-
susran oleh SATPOL PP.

Temuan penelitian ini relevan dan mendu-
kung teori yang dikemukakan dikemukakan
oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan publik ditentukan oleh adanya
kepentingan pribadi. Seseorang atau kelompok
orang sering memperoleh keuntungan lang-
sung dari suatu implementasi kebijakan, maka
dengan senang hati mereka akan menerima,
mendukung, dan melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemkot
Surabaya dalam penataan dan pemberdayaan
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PKL telah mengalokasikan dana tahunan
untuk membangun tiap sentra-sentra PKL di
wilayah di Kota Surabaya. Hal ini adalah
bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh
Pemkot Surabaya kepada para PKL Binaannya
di tiap sentra PKL. Bentuk komitmen tamba-
han tersebut adalah suatu cara untuk meya-
kinkan para PKL Binaannya bahwa dengan
masuknya para PKL sebagai PKL Binaan
Pemkot Surabaya, para PKL akan mendapat-
kan keuntungan yang tidak didapatkan ketika
masih belum berstatus sebagai PKL Binaan.
Anggaran yang disisihkan oleh Pemkot Sura-
baya tersebut adalah hasil musyawarah dan
kesepakatan antara Pemkot Surabaya (Bappe-
ko) yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan
UMKM dengan kecamatan setempat yang
didalam wilayahnya terdapat paguyuban PKL.
Dengan demikian dalam implementasi kebi-
jakan penataan dan pemberdayaan PKL sudah
didukung oleh ketersediaan anggaran.

Temuan penelitian ini relevan dan mendu-
kung teori yang dikemukakan dikemukakan
oleh Brinkerhoff dan Crosby (2002), yang
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan publik ditentukan oleh  adanya
ketersediaan anggaran. Kebijakan baru umum-
nya tidak membawa anggaran. Kebijakan
biasanya bermula dengan proses reformasi,
jarang memiliki banyak sumber daya. Membu-
at progres reformasi, jarang memiliki banyak
sumber daya. Membuat progres berarti me-
merlukan banyak sumber daya. Membuat pro-
gres berarti memerlukan lobi anggaran baru
identifikasi sumber daya yang ada untuk men-
dukung implementasi dan negosiasi untuk
relokasi sumber daya.

PKL yang dibina oleh Pemkot Surabaya
adalah PKL yang tergabung dalam PKL Bina-
an, padahal masih ada PKL lain diluar PKL
Binaan. Ini artinya PKL yang dibina ada
sebagian dari populasi yang ada di Kota Sura-
baya, atau yang dibina ini adalah tidak semua
PKL yang ada di Kota Surabaya. Dengan
demikian temuan penelitian ini member impli-
kasi teoritik atau relevan dengan teori yang
dikemukakan oleh Mazmanian & Saba-tier
(1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan
suatu implementasi kebijakan publik ditentu-
kan salah atunya oleh variabel karakteristik
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masalah (tractability of the problem), yaitu
proporsi  kelompok sasaran terhadap total
populasi. Sebuah program sulit diimplementa-
sikan apabila sasarannya semua populasi, dan
sebuah program lebih mudah diimplementa-
sikan apabila kelompok sasarannya tidak ter-
lalu besar.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
Pemkot Surabaya telah memberikan jaminaan-
jaminan berupa: pembinaan, jaminan akan
rasa nyaman dan aman dalam berjualan, serta
jaminan fasilitas-fasilitas yang diberikan di
tiap sentra. Namun ada satu jaminan yang
tidak didapatkan oleh PKL, yakni jaminan
modal usaha. Sampai saat ini Dinas Koprasi
dan UMKM belum merencanakan adanya
modal usaha yang akan diberikan kepada para
PKL baik dalam bentuk hibah, pinjaman
lunak, maupun dana simpan-pinjam.

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak
relevan dan tidak mendukung teori yang
dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Crosby
(2002), yang menyatakan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan publik ditentukan oleh
adanya ketersediaan anggaran. Kebijakan baru
umumnya tidak membawa anggaran. Kebija-
kan biasanya bermula dengan proses reforma-
si, jarang memiliki banyak sumber daya.
Membuat progres reformasi, jarang memiliki
banyak sumber daya. Membuat progres berarti
memerlukan banyak sumber daya. Membuat
progres berarti memerlukan lobi anggaran
baru identifikasi sumber daya yang ada untuk
mendukung implementasi dan negosiasi untuk
relokasi sumber daya.

Hasil penelitian ini juga tidak relevan dan
tidak mendukung teori yang dikemukakan
oleh Merilee S. Grindle (1980), yang menya-
takan bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik ditentukan oleh Content of
policy, yaitu Resources Commiteed (sumber-
sumber daya yang digunakan). Implementasi
kebijakan publik harus didukung oleh sumber-
daya yang memadahi agar pelaksanaannya
berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya dalam
penataan dan pemberdayaan PKL telah
memberi peluang berpartisipasi atau melibat-
kan para PKL dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian hasil penelitian ini relevan
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dan mendukung teori yang dikemukakan oleh
Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyata-
kan bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik ditentukan salah atunya oleh
variabel karakteristik kebijakan (ability of
statute to structure implementation), yaitu
kejelasan dan konsistensi aturan yang ada
pada badan pelaksana. Seberapa luas akses
kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi
dalam implementasi kebijakan. Program yang
memberikan peluang luas bagi masyarakat
untuk terlibat, relatif mendapat dukungan
daripada program vyang tidak melibatkan
masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan
informasi bahwa pendidikan PKL Binaan rata-
rata SD sampai dengan SMA dan daerah asal
para PKL Binaan dominan dari Kota Sura-
baya, maka PKL Binaan memiliki karakteris-
tik yang homogen. Hasil penelitian ini relevan
dan mendukung teori yang dikemukakan oleh
Mazmanian & Sabatier (1983), yang menyata-
kan bahwa keberhasilan suatu implementasi
kebijakan publik ditentukan salah atunya oleh
variabel karakteristik masalah (tractability of
the problem), vyaitu tingkat kemajemukan
kelompok sasaran. Program relatif mudah
diimplementasikan jika kelompok sasarannya
homogen. Apabila heterogen, maka imple-
mentasi program akan sulit, karena tingkat
pemahaman kelompok sasaran berbeda.

Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan
informasi bahwa pendidikan PKL Binaan rata-
rata SD sampai dengan SMA, rata-rata sudah
memiliki rumah, rata-rata sudah memiliki
pegawai atau penjaga lapak/kios, rata-rata
sudah bisa menyekolahkan anaknya, maka
rata-rata PKL Binaan sudah memiliki tingkat
kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi.
Hasil penelitian ini relevan dan mendukung
teori yang dikemukakan oleh Mazmanian &
Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa ke-
berhasilan suatu implementasi kebijakan pu-
blik ditentukan salah atunya oleh variabel
lingkungan kebijakan(nonstatutory variables
affecting implementations), yaitu kondisi sosi-
al ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan
terdidik relatif lebih mudah menerima pro-
gram pembaruan dibanding dengan masyara-



kat yang masih tertutup dan tradisional. Kema-
juan teknologi juga membantu dalam proses
keberhasilan implementasi program.

George C. Edward 111 (1989:148), menya-
takan bahwa ada empat variabel yang mem-
pengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, yaitu
komunikasi (communications), sumber daya
(resources), sikap (dispositions atau attitudes),
dan struktur birokrasi (bureaucratic sturcture).
Sejalan dengan pendapat Edward I1l, Mazma-
nian dan Sabatier (1987:4) juga menyatakan
bahwa proses implementasi kebijakan me-
yangkut beberapa hal, sebagai berikut (1)
disahkannya undang-undang dan diikuti oleh
output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan
kebijakan oleh agen-agen yang mengimple-
mentasikannya; (2) ketaatan kelompok sasaran
(target group) dengan kebijakan tersebut; (3)
pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau
tidak dan output kebijakan; (4) pengaruh
kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh
agen pengambil kebijakan; dan (5) perbaikan-
perbaikan penting terhadap undang-undang
atau kebijakan tersebut.

Dengan merujuk pada teori yang dikemu-
kakan oleh George C. Edward Il maupun
Mazmanian dan Sabatier, nampak jelas bahwa
dalam implementasi kebijakan belum ada
komitmen yang kuat dari semua pihak baik

F. Kritik Terhadap Grindle
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Pemkot Surabaya maupun PKL itu sendiri.
Artinya, secara teoritik dan ilmiah, agar
implementasi kebijakan itu berhasil harus ada
variabel yang ke lima, yaitu komitmen.
Komitmen adalah perjanjian (keterikatan)
untuk melakukan sesuatu, atau sebuah kon-
trak. Echols, John M. dan Shadily, Hassan
(1976:130), menyatakan bahwa commitment
adalah janji; memenuhi janji-janjinya; dan
tanggung jawab.

Komitmen yang dimaksud dalam hal
implementasi kebijakan ini adalah komitmen
organisasi. Komitmen organisasi, menurut
Luthans, Fred (2006:249) adalah 1) keinginan
kuat untuk tetap sebagai aggota organisasi
tertentu; 2) keinginan untuk berusaha keras
sesuai keinginan organisasi; dan 3) keyakinan
tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan
organisasi.

Secara empiris, implementasi kebijakan di
Indonesia tanpa ada variabel komitmen,
kurang maksimum. Artinya, walaupun sudah
ada variabel-variabel sebagaimana yang dike-
mukakan oleh para pakar implementasi kebi-
jakan, misalnya George C. Edward Il maupun
Mazmanian dan Sabatier, untuk kasus di
Indonesia jika tidak ditambah dengan variabel
komitmen, maka iplementasi kebijakan kurang
berhasil dengan baik.

Gambay 6.1.:
Implementasi Kebijakan PKTI. Binaan Pemkot Surabayva
Kritik terhadap Marvilee S. Grindle
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Kritik utama penelitian ini terhadap Grindle
adalah pada komitmen pelaksana. Bahwa
komitmen di dalam pelaksanaan kebijakan
penanggulangan PKL binaan Pemkot Sura-
baya adalah sangat penting, baik komitmen
bersama menciptakan Surabaya yang bersih
dan aman, komitmen kesempatan yang sama
dalam berusaha dan kesejahteraan, komitmen
kesadaran bersama membangun Surabaya,
serta komitmen penyediaan anggaran.

Di dalam masyarakat Indonesia, setiap
pelaksanaan kebijakan maupun implementasi
kebijakan, maka komitmen stekholder adalah
penting untuk kesuksesan pelaksanakan kebi-
jakan itu sendiri. Rupanya Grindle tidak
melihat komitmen di dalam skema teorinya
sebagai fenomen penting, karena itu penelitian
ini memasukan komitmen di dalam skema
teori Grindle sebagai kritik terhadap Grindle.

Kesimpulan

1. Bahwa secara karakteristik dan kondisi
PKL Binaan Pemkot Surabaya, pada
umumnya setelah para PKL mendapat
perhatian dan fasilitas dengan dibangun
Sentra PKL Binaan, dan melalui pembinaan
Pemkot Surabaya, hasilnya adalah pening-
katan pendapatan ekonomi PKL Binaan,
peningkatan pendapatan dari hasil pen-
jualan selalu naik dan turun mengikuti
irama pembeli atau konsumen, tapi pada
prinsip, PKL sangat diuntungkan dengan
adanya Sentra PKL Binaan, karena keama-
nan, kebersihan dan keindahan semakin
tertata dan terjamin, sehingga kesejah-
teraan dalam segi finansial maupun sosial.

2. Dalam pengelolaan, penataan dan pembina-
an PKL binaan Pemkot Surabaya, secara
struktural dalam pembinaan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM telah melaksanakan
manajemen kebijakan pengelolaan PKL
melalui  perencanaan, pengorganisasian,
pengimplementasian, dan pengontrolan
pada tiap program yang dijalankan pada
sentra PKL Binaannya. Pada tahap peren-
canaan, yang dilakukan adalah: a) Dinas
Koperasi dan UKM bersama Camat setem-
pat menentukan PKL yang ber KTP Sura-

baya; b) Mengajukan daftar nama sentra
PKL yang akan dibangun; c) Pembinaan/
pertemuan dengan PKL setidaknya 30 (tiga
puluh) kali dalam setahun; d) Pembenahan
sentra dengan penambahan tegel, pavingi-
sasi, dan penambahan fasilitas lainnya.
Pada tahap pengorganisasian, yang dilaku-
kan adalah pembentukan struktur organisasi
dan penanggung jawab di tiap-tiap sentra
PKL. Namun demikian ada beberapa sentra
PKL belum membentuk struktur organisasi.
Pada tahap pelaksanaan, yang dilakukan
adalah; 1) Pembinaan BINTEK yang ber-
tujuan untuk menigkatkan hardskill dan
softskill para PKL; 2) Pembinaan mana-
jemen keuangan; 3) Pembinaan perkope-
rasian. Dalam rangka pembinaan PKL ini,
Pemkot Surabaya juga mengangkat Asisten
Junior yang bertugas memantau perkem-
bangan PKL di setiap sentra. Pada tahap
pengontrolan, yang dilakukan adalah Staf
Dinas Koperasi dan UKM memberi tegu-
ran langsung atau SIDAK ke lokasi PKL.

3. Pemkot Surabaya telah melakukan penge-
lolaan, penataan dan pembinaan secara
berkala dimana pembinaan tersebut me-
mang diperlukan oleh para PKL, sekaligus
para PKL dapat menikmati fasilitas sentra
yang telah diberikan oleh Pemkot Surabaya
tanpa dipungut biaya, birokrasi perpan-
jangan izin berjualan, maupun kewajiban-
kewajiban pokok yang melekat pada status
sebagai PKL Binaan. Namun, PKL masih
memiliki kewajiban lain yang harus mereka
lakukan yaitu menjaga kebersihan dan
keindahan lingkungan sentra PKL dan
menjaga fasilitas yang diberikan oleh
Pemkot Surabaya misalnya TV, rombong,
panggung, dan perlengkapan hiburan.
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